
BUPAT1 BUTON

PROV1NSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 2M TAHUN 2015

TENTANG

PER. J  ALAN AN D1NAS BAGI PEJABAT NEGARA
, PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
, PEGAWAI NEGERI SIP1L, DAN

PEGAWAI T1DAK TETAP DI LINC.KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, traiisparansi dan
akuntabilitas serta tertibnya pelaksanaan peijalanan dinas,

perlu mengatur tata cara dan menctapkan standar satuan
biaya pcrjalanaii dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
Sipil, dan Pegawai Tidak Tctap di Lingkungan Pcmcrintah
Kabupaien Buton Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peijalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rak\at Daerah

, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buton Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Menimbang : a.

b
.
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4
. Undang-Undaiig Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pcmbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4356);

5
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majclis

Perm u sy aw araian Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat, Dew an
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengeloJaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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12. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang
PeijaJanan Dinas Luar Negeri Bagi Pcjabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, scbagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010
tentang Peijalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kcmenterian Dalam Negeri,

Pemerintah Dae rah
, dan Pimpinan serta Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012
tentang Peijalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
ÿ 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013

tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gcrakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun
Anggaran 2016;

20. Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang

ÿ Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIP1L, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Dl LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini yarig dimaksud dengan:

1
. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

3



2
. Daerah adalah Kabupaten Buton.

3
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penye lenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4
. Bupati adalah Bupati Buton.

5. Wakil Bupati adalah Wakii Bupati Buton.

6
. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Buton dan

Pejabat Negara lainnyayang ditentukan oleh undang-undang.

7
. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua Dcwan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabu paten Buton.

8
. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabu paten Buton.

9
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.

10. Satuan Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bulon.

11. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebgian kewenangan pengguna anggaran da!  am melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

14. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat .sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk ineriduduki njabatan
pemerintahan.

15. Pegawai Tidal? Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang
berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
profesional dan administrasi pada SKPD sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi.

16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah fasilitator, perencana,
pelaksana, pengendali dan pengerak pada tingkat daerah
untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra
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kerja pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan/
lembaga kemasyarakatan lainnya.

17. Dharma Wanita adalah organisasi kemasyarakatan yang
menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dengan kegiatan
pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

18. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa diwilayah
Kabu paten Buton yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya
dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah.

19. Anggota Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut
Anggota BPD adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa
dalam wilayah Kabupaten Buton.

20. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang
selanjutnya disebut Anggota LPM adalah Anggota Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat pada kelurahan dalam wilayah
Kabupaten Buton.

21. Kepala Urusan adalah adalah perangkat desa lainnya sebagai
pelaksana teknis lapangan yang membantu pelaksanaan
tugas-tugas Sekretaris Desa di desa dalam wilayah Kabupaten
Buton.

22. Kepala Dusun adalah adalah perangkat desa lainnya sebagai
unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa daJam
pelaksanaan tugas-tugas operasional pemerintah desa di desa
dalam wilayah Kabupaten Buton.

23. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan di kelurahan
dalam wilayah Kabupaten Buton.

24. Tokoh Adat adalah adalah orang perseorangan Warga Negara
Indonesia yang duduk dalam lembaga adat yang merupakan
organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal
usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta
pengembangan adat budaya yang dibentuk pada masa
Pemerintahan Kesultanan Buton.

25. Tokoh Agama adalah orang perserorangan Warga Negara
Indonesia yang duduk dalam organisasi keagamaan dan
berperan aktif dalam menjalankan kegiatan beribadah atau
kegiatan keagamaan yang lainnya di daerah.

26. Tokoh Pemuda adalah orang perseorangan Warga Negara
Indonesia yang duduk dalam organisasi kepemudaan dan
berperan aktif dalam menjalankan kegiatan kepemudaan di
daerah.

27. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara
Indonesia yang berdomisili di daerah.

28. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang benvenang
menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SIT)
dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).



29. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

30. Pcrjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melcwati bafas kota
dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan kc tempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat
kedudukan semula yang dilakukan untuk kepentingan Negara
atas perintah pejabat yang berwenang.

31. Peijalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan
pcrjalanan/kunjungan keija ke negara-negara yang memiliki
hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai
dilingkungan Pcmerintah Kabupaten Buton dalam rangka
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

32. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat
SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi
Pejabat Negara, Pejabat Eselon, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

33. Pclaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Eselon,
Pimpinan dan Anggota DPRD. Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan
dinas berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.

34. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung
terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan
sekaligus.

35. Biaya Riil adalah biava yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengcluaran yang sah.

36. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya peijalanan
yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut
Peraturan ini.

37. Tempat kedudukan adalah tempat/daerah/wilayah dimana
kantor/satuan keija berada.

38. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas.

39. Luar daerah adalah luar wilayah administrate Kabupaten
Buton.

40. Dalam daerah adalah dalam wilayah administratif Kabupaten
Buton.

41. Uang Harian adalah pengganfian biaya kepcrluan sehari hari
pegawai negeri/non pegawai negeri yang dapat digunakan
untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku selama
melaksanakan peijalanan dinas.

42. Uang Kepresentasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, yang
melaksanakan peijalanan dinas di dalam dan luar daerah.

43. Sewa kendaraan dalam kota adalah biaya sewa kendaraan
yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
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DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk
pelaksanaan tugas di kola tempat tujuan selama
melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

44. Surat Permintaan Pembavaran, yang selanjutnya disingkat
SPP adaiah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan
disampaikan kcpada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain
yang dipersamakan.

45. Standar besarnya biava peijalanan dinas adaiah standar
besarnya biaya masing-masing komponen pembiayaan
perjalanan dinas yang ditctapkan berdasarkan peraturan ini.

BAD II

PR1NS1P PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peg"aJanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan vang sangat tinggi dan

prioritas yang berkaitan dengan penyelengaraan pemerintahan;
b

. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
kinerja SKPD;

c
. cfisicnsi penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan

frekuensi dan lamanya perjalanan dinas; dan
d

. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan
Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan
dan pertanggungjawaban Peijalanan Dinas bagi:
a. Bupati ;
b

. Wakil Bupati;

c
. Pimpinan dan Anggota DPRD ;



d
.
 Sckretaris Daerah;

e.
 PNS;

f
. TP-PKK/Dharma Wanita/Dekranasda;

g. Tenaga Ahli;

g. Kepala Desa;
h

. PTT/Staf Khusus/Ajudan;
i. Anggota BPD;

j. Anggota LPM;
k

. Pcrangkat Desa;
1

. Pcrangkat Kelurahan;dan
m. Tokoh masvarakat, Tokoh Ad at, Tokoh Agama, Tokoh

Pcmuda, dan masvarakat.

(2) Peijalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
mcrupakan peijalanan dinas yang biayanya menggunakan
APBD, meliputi:

a. perjalanan dinas dalam dacrah; dan
b. peijalanan dinas luar dacrah.

(3) Peijalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, adaiah perjalanan dinas dari tempat
kedudukan kc kccamatan-kecamatan/desa yang dilaksanakan
di daJam danrah.

(4) Peijalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adaiah peijalanan dinas yang melewati batas
daerah, meliputi peijaJanan dinas luar daerah dalam provinsi,
perjalanan dinas ke luar provinsi, dan peijalanan dinas ke luar
negeri.

Bagian Kedua

Tujuan Perjalanan Dinas

Pasai 4

(1) Perjalanan Dinas dilakukan untuk kepentingan daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kemasvarakatan.

(2) Peijalanan dinas dalam rangka studi banding dibatasi baik
jumlah orang, jumlah hari, maupun frekuensinya, dan
dilakukan secara selektif.

(3) PerjaJaniin dinas untuk mengikuti undangan dalam rangka
workshop, seminar, lokakarya, Pagelaran Seni dan Bud ay a
dan sejenisnya atas undangan atau tawaran dari organisasi
dan/atau lembaga tertentu diluar instansi pemerintah,
dilakukem sangat selektif dalam rangka penghematan
anggaran.
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1

(4) Pcrjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat
guna kemajuan daerah.

(5) Pcrjalanan dinas dapat juga dilakukan dalam rangka:
a

. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Ncgeri yang meninggal
dunia dalam melakukan Pcrjalanan Dinas; atau

b
. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal
dunia dari Tempat Kcdudukan yang tcrakhir kc Kota
tempat pemakaman.

Pasal 5

(1) Untuk kepentingan pemerintah daerah Pegawai Tidak Tetap,
TP-PKK, Dharma Wanita, Dckranasda, Staf Khusus, BPD,
I,PM, Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan, Tenaga Ahli,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda,
dan masyarakat dapat diberikan pcrjalanan dinas.

(2} Pcrjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan dan
kesesuaian dengan bidang tugas/keahlian yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Lama Peijalanan Dinas

Pasal 6

(1) Lamanva peijalanan dinas diatur sebagai bcrikut:
a. peijalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten paling

lama 2 (dua) hari;

b
. khusus peijalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten

dalam rangka penagihan, pemcriksaan/audit, survei
lapangan dan pendataan lamanya perjalanan dinas
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran;

c. perjalanan dinas luar daerah:

1) dalam provinsi, untuk kegiaLan

a) konsultasi/koordinasi/Kajian Antar Daerah paling
lama 3 (tiga) hari;

b) rapat keija, workshop, seminar, lokakarya, Pagelaran
Seni dan Budaya dan sejenisnya ktmanya pcrjalanan
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dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang
bersangkutan;

c) mcnjcmput/mengantar jcnazah paling lama 3 (tiga)
hari.

2) luar provinsi, untuk kegiatan

a) konsullasi/koordinasi/Kajian Antar Daerah paling
lama 5 (Lima) hari; dan

b) rapat keija, workshop, seminar, lokakarya, Pagelaran
Seni dan Budaya dan sejenisnya lamanya peijalanan
dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang
bersangkutan;

c) menjemput/mengan tar jenazah paling lama 4 (empat)
hari.

3) Peijalanan Dinas Luar Negeri paling lama 10 (sepuluh)
hari.

(2) Perjalanan Dinas bagi anggota DPRD dalam rangka kegiatan
masa reses dalam daerah dan Kajian Antar Daerah di luar
daerah luar provinsi, dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.

(3) Peijalanan Dinas Anggota DPRD dalam rangka kegiatan masa
rescs, Kajian Antar Daerah, dan Bimbigan Tcknis (B1MTEK),
dapat mengikutsertakan staf pendamping paling banyak 2
(dua) orang.

BAB IV

KOMPONEN B1AYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

(1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas:
a

. uang harian;
b

. fasilitas dan biaya transpor;

c. biaya penginapan;

d
. uang representasi;

e. Sewa Kendaraan Dalam Kota; dan

f
. Biaya menjemput/mengan tar jenazah.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas:

a
. uang makan;

b
. uang transpor loktil; dan

c
. uangsaku.
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(3) Fenggunaan fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b diberikan sesuai penggolongan Pelaksana
SPPD yaiig ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a

. biaya peijalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan, termasuk biaya ke terininal/bandara/pelabuhan
dan ke tempat penginapan,/hotel pergi pulang;

b
. retribusi yang dipungut di terminal/ stasiun/bandara/

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
a

. di hotel; atau

b
. di tempat menginap lainnya.

(6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a
. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan
sesuai standar besarnya komponen biaya peijalanan dinas
yang ditetapkan dalain Peraturan Bupati ini.

b
. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalain huruf a,

dibayarkan secara lumpsum.

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d

, hanya diberikan kepada Pcjabat Ncgara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II.

(8) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, adalah biaya dari tempat penginapan/hotel ke
tempat kegiatan begitu pula sebaliknya dari tempat kegiatan
kembai ke tempat penginapan/hotel, yang dilengkapi dengan
bukti-bukti yang sah.

(9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) khusus diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan
anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, untuk keperluan
pclaksanaan tugas di tempat tujuan, dan dapat menggunakan
sewa kendaraan secara harian.

(10) Dalam hal peijalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) orang
dan/atau kelompok (sainpai dengan 3 orang) dalam satu sural
tugas dengan tujuan dan kegiatan yang sama, dengan pesawat
dan jam keberangkatan yang sama, maka untuk biaya
kendaraan dari bandara ke penginapan /hotel termasuk
sewa kendaraan dalam kota dibebankan pada satu orang,
yang lain menjadi pengikut.

(11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi
penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya
angkutan jenazah.

II
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. 1

Pasal8

(I) Penetapan besarnya komponen biaya peijalanan dinas
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) termasuk
fasilitas transportasi yang digunakan, digolongkan sebagai
berikut:

a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris
Dae rah;

b. Anggola DPRD, Pejabat Eselon II, dan Kclua/Wakil Kctua
TP-PKK/Dekranasda;

c. Pejabat Eselon 111, Tenaga Ahli, Sekretaris TP-
PKK/Dekranasda, dan Ketua Dharma Wanita;

d
. Pejabat Eselon IV, PNS Golongan A,, Anggota TP-PKK/

Dekranasda, Sekretaris/Anggota Dharma Wanita, dan
Kepala Desa;

e
. PNS Golongan III;

f
. PNS golongan II, PNS golongan I, Ajudan Non PNS,

Perangkat Desa, Perangkai Kelurahan, LPM, BPD, tokoh
masvarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda;
dan

g. PTT, Star Khusus, dan masyarakat 3,ang disesuaikan
dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan.

(2) Besarnya komponen biaya perjaianan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran
VI, Lampiran VII, Lampiran Vlll, Lampiran IX, Lampiran X dan
Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

(3) Khusus bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris
Daerah, besarnya komponen biaya peijalanan dinas
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(I) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti
pelatihan/bimbingan teknis diluar daerah dengan
pembebanan kontribusi, hanya diberikan biaya uang harian
pada saat kedatangan dan kepulangan.

(2) Apabila Panitia Pelatihan/Bimbingan Teknis di luar daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak
mengalokasikan/memberikan uang saku kepada peserta,
Pelaksana SPPD diberikan uang harian berupa uang saku
selama mengikuti kegiatan sebesar 30% (tiga puluh peren) dari
standar uiing harian.

12



Pasai 10

(1) Pelaksana SPPD yang sedang melakukan pcrjaianan Dinas
dan mendapatkan perintah untuk mengikuti kegiatan lain
baik pada daerah yang sama maupun pada daerah lain yang
mcngakibatkan teijadinya penambahan jumlab hari
perjalanan dinas, diberikan tambahan uang harian selama
mengikuti kegiatan dimaksud.

(2) Pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan uang harian
paling banyak selama 7 (tujuh) hari.

BAB V

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 11

(1) Untuk Peijalanan dinas dalam daerah, dapat diberikan biaya
peijalanan dinas berupa:
a. uang harian;
b

. biaya penginapan;

c. uang representasi; dan/atau
d

. biaya transpor.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan
lebih dari 6 (enam) jam.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibayarkan secara lumpsum, sesuai standar besarnya
komponen biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.

(4) Biaya perjalanan dinas di wilayah Ibukota Kabupaten Buton di
Pasarwajo hanya diberikan uang harian khusus untuk
kegiatan meliputi pemeriksaan/ audit, survey lapangan,
pengukuran tanah, penagihan, dan pendataan dalam wilayah
Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo.

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b

, diberikan apabila Pelaksana SPPD menginap di
hotel/penginapan di tempat yang dituju, dengan ketentuan
tidak melebihi standar besarnya biaya Hotel/penginapan yang
ditetapkan.

(€>) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas
hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(6) Peraturan Bupati ini.
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(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Ncgara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II
yang melakukan peijalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

(8) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dihitung sesuai biaya riil Pergi Pulang (PP) dari tcmpal
kedudukan ke tempat yang dituju, dan paling tinggi sesuai
standar besarnya biaya transpor yang ditetapkan.

Pasal 12

(1) Dalam hal pcrjalanan dinas dalam daerah yang lama
perjalanan Pergi Pulang (PP) termasuk pelaksanaan
kegiatannya lebih dari 6 (enam) jam tetapi lidak menginap di
tempal yang dituju, diberikan biaya transpor dan uang harian
dan tidak diberikan biaya penginapan.

(2) Daiam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dengan
menggunakan kendaraan dinas dan lama peijalanan Pergi
Pulang (PP) termasuk pelaksanaan kegiatannya tidak lebih
dan 6 (enam) jam, Pclaksana SPPD diberikan bahan bakar
minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Pasal 13

(1) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, diberikan
biaya peijalanan dinas yang terdiri dari:
a. uang harian;

b
. biaya penginapan;

c. fasilitas dan biaya transpor (apabila perjalanan dinas
menggunakan kendaraan umum);

d
. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

e. uang representasi.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruF a
dibayarkan secara lumpsum, sesuai standar besarnya biaya
perjalanan dinas yang ditetapkan.

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b

, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikcluarkan
berdasarkan bukti yang sail, dengan ketentuan tidak melcbihi
standar besarnya biaya Hotel/penginapan yang ditetapkan.
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(4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas
hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 7 ayat
(6) Peraturan Bupati ini.

(5) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, digunakan sesuai dcngan standar yang ditetapkan.

(ft) Biaya transportasi peijalanan luar daerah dalam provinsi
menggunakan biaya nil.

(7) Biaya transpor untuk perjalanan dinas luar daerah dalam
provinsi dengan menggunakan kendaraan dinas, dibuktikan
dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
disesuaikan dengan jarak tcmpuh Pergi Pulang (PP) termasuk
pengganiian biaya penveberangan kendaraan dinas.

(8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, khusus diberikan kepada Pejabat Negara,
Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat
menggunakan sewa kendaraan secara harian.

(9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara,
Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat
Fselon II.

BAB VII

PERJALANAN DINAS LUAR DAF.RAH LUAR PROVINSI

Pasal 14

(1) Untuk perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi,
diberikan biaya peijalanan dinas yang terdiri dari:
a. uang harian;
b

. biaya penginapan;

c. fasilitas dan biaya transpor;
d

. biava port tax;

e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

f
. uang representasi.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dan dibavarkan secara lumpsum sesuai banvaknya hari yang
digunakan dalam pelaksanaan peijalanan dinas, dan sesuai
standar besarnva biaya peijalanan dinas yang ditetapkan.

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut
b

, diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan
berdasarkan bukti yang sah. dengan ketentuan tidak melebihi
standar besarnya biaya hotel/penginapan yang ditetapkan.
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(4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasiliias hotel/
penginapan sebagaimana dimaksud pada ay at (3), berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6)
Peraturan Bupati ini.

(5) Biaya transpor dari dan ke bandara/dermaga akan
diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.

(6) Fasiliias iransportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, digunakan sesuai dengan standaryang ditetapkan.

(7) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar provinsi
menggunakan biaya nil.

(8) Biaya port tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dibayarkan sesuai dengan tarif port tax yang berlaku pada
bandara/dermaga keberangkatan dan kepulangan.

(9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, khusus diberikan kcpada Pcjabat Negara,
Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dan dapat
menggunakan sewa kendaraan secara harian.

(10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.

Pasal 15

Peijalanan dinas ke luar provinsi selain menggunakan pesawat
udara juga dapat menggunakan kapal laut.

BAB VIII

PERJALANAN DINAS LUAR NEGER1

Pasal 16

(1) Untuk pexjalanan dinas dengan tujuan ke luar Ncgcri
diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
a

. uang harian;
b

. biaya penginapan;
c. fasilitas dan biaya transpor;

d
. biaya port tax;

e.
 sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

f
. uang representasi.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dibayarkan secara lumpsum sesuai banyaknya hari yang
digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, dan sesuai
standar besarnya biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.

16



(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b

, diberikan scsuai dengan biaya nil yang dikcluarkan
berdasarkan buktiyang sah.

(4) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar negeri
menggunakan biaya nil.

(5) Biaya port tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dibayarkan sesuai dcngan tarif port tax yang bcrlaku pada
bandara/pelabuhan kebcrangkatan dan kepulangan.

(6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf e, khusus diberikan kepada Pejabat Negara,
Pimpinan/Anggota DPRD, dan Sekretaiis Daerah, dan dapat
menggunakan sewa kendaraan secara hanan.

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f
, hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara,

Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat
Eselon 11.

Pasal 17

Perjalanan dinas ke luar negeri selain menggunakan pesawat
udara juga dapat menggunakan kapal laut.

Pasal 18

Peijalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dilaksanakan scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIX

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN

PERTANGGUNGJAWABANNYA

Dagiari Kcsatu

Surat Perm tall Tugas dan Surat Pcrintah Peijalanan Dinas

Pasal 19

(1) Peijalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas
(SPT) dan Surat Pcrintah Peijalanan Dinas (SPPD) yang
diterbitkan olch Pejabat yang benvenang.

(2) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani SPT dan
SPPD harus mernperhatikan kepentingan scrta tujuan
perjaianan dinas.
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(3) Kewenangan penandatanganan SFr dan SPPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1| diatur sebagai berikut:
a

. untuk perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah alas persetujuan Bupati;

b
. bagi pejabal dan staf Sekretariat Daerah yang melakukan

perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah,
SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
nama Bupati dan apabila Sekretaris Daerah tidak berada di
tempat, SPT dan SPPD tersebut ditandatangani oleh
Pclaksana Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

c. bagi Kepala SKPD yang melakukan peijalanan dinas dalam
daerah maupun luar daerah, SFT ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala
SKPD vang bersangkutan;

d. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf SKPD yang
melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, SPT
dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang
bersangkutan;

e
. dalam hal Kepala SKPD tidak berada di tempat dan atau

berhalangan, kewenangan penandatanganan SPT /SPPD
sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan oleh
Pelaksana Tugas/Pelaksana Marian Kepala SKPD;

e. bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan
perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dan
SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

f
. bagi Camat yang melakukan peijalanan dinas dalam

daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang
bersangkutan sedangkan untuk peijalanan dinas ke luar
daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan
SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;

g. khusus untuk kegiatan yang pengelolaannya dilimpahkan
kepada KPA, SPPD ditandatangani oleh KPA yang
bersangkutan. sedangkan SPT ditandatangani oleh Kepala
SKPD;

h
. bagi Kepala Sekolah, Guru, Staf SD/SMP/SMA/SMK dan

Kepala/Staf UPT SKPD yang melakukan perjalanan dinas
dalam daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala
Sekolah /Kepala UPTD yang bersangkutan sedangkan
untuk ke luar daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh
Kepala SKPD yang bersangkutan

i
. bagi Lurah/Staf Kelurahan dan Sekretaris Desa yang

melakukan peijalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
dalam provinsi SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat,
sedangkan untuk peijalanan dinas Luar Provinsi SPT dan
SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
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j. bagi Kepala Desa/Ketua BPD/Ketua LPM yang melakukan
perjaJanan dinas dalam daerah dan kc luar daerah dalam
provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat,
scdangkan untuk peijalanan dinas ke luar provinsi, SPT
dan SPPD ditandatangani oleh Sekrctaris Daerah;

k
. Bagi TP-PKK/Dharma Wanita/Dekranasda/Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Pemuda dan
masyarakat yang melakukan perjalanan dinas dalam
daerah, ke luar daerah dalam provinsi, dan keluar provinsi
SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
penyelenggara kegiatan yang bersangkutan; dan

1
. Bagi Tenaga Ahli yang melakukan peijalanan dinas dalam

daerah, ke luar daerah dalam provinsi, dan keluar provinsi
SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
penyelenggaran kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 20

(I) SPPD merupakan bukti dan pertanggungjawaban pelaksanaan
perjalanan dinas.

(2) Pada lembaran SPPD tidak boleh terdapal; penghapusan-
penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.

(3) Perubahan-perubahan pada lembaran SPPD dapat dilakukan
dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang
berwenang.

(4) Penghitungan besar jumlah biaya peijalanan dinas dicatat
secara terperinci dalam rincian SPPD.

(5) Pembayaran biaya peijalanan dinas dicatat pada rincian SPPD
dengan dibubuhi tandatangan bcndahara pengeluaran SKPD
yang bersangkutan serta tanda tangan pihak akan melakukan
perjalanan dinas sebagai tanda terirna.

(6) Pada lembaran SPPD memuat Catalan tentang:
a

. tanggal berangkat dari rempat kedudukan/tempat berada
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat
lain yang ditunjuk;

b
. tanggal tiba dan berangkat di/dari tcmpat tujuan dan

ditandatangani oleh pihak/pejabat di intansi/tempal yang
dituju; dan

c
. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan

ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang
ditunjuk.

(7) Paling lambat 5 (lima) hari serelah peijalanan dinas
dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba
kembali dan tanda tangan pejabat yang berwcnang/pejabat
lain yang ditunjuk serta laporan perjalanan dinas sudah harus
diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
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(8) Pada saat pcnycrahan SFFD dan laporan peijalanan dinas
scbagaimana dimaksud pada ayat (7), diadakan perhitungan
kembali jika terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan
dinas dari yang telah dibayarkan semula.

(9) Pertanggungjawaban biaya-biaya perjalanan dinas yang telah
dibayarkan menjadi bukti bahwa perjalanan dinas dimaksud
benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang
telah ditctapkan.

Pasal 21

Formal SPT dan SPPD beserta lampirannya tercantum dalam
Lampiran XI, Lampiran XII, dan Lampiran XIII Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua

Laporan Peijalanan Dinas

Pasal 22

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melakukan Perjalanan
Dinas harus membuat Laporan Perjalanan Dinas yang
mcrnuat laporan hasil kegiatan perjalanan dinas dan hai-hal
yang direkomendasikan untuk diambil manfaatnya bagi
kepentingan pemerintah daerah.

(2) Format l-aporan Pelaksanaan Kegiatan Peijalanan Dinas
scbagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam
lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Bukti Peijalanan Dinas

Pasal 23

(1) Setiap peijalanan dinas harus dibuktikan dengan SPT, SPPD.
bukti transportasi, sewa kendaraan dalam kota, bukti
penginapan/hotel (apabila ada), laporan hasil perjalanan dinas
yang diketahui oleh kepala SKPD, dan daftar pengeluaran riil
(apabila ada).

(2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi dalam
melaksanakan peijalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke

terminal/bandara/pelabuhan pergi pulang;
b

. tiket transportasi dari terminal bus/ bandara/pelabuhan ke
tempat tujuan pergi pulang;

c. tiket pesawat (dilampiri boarding pass dan airport tax), tiket
kapaJ Jaut, dan tiket bus/mobi) atau bukti pembelian tiket.
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(3) Pengeluaran riil khusus biaya transporiasi atau sewa
kenclaraan da lam kota serta penginapan yang tidak dapat
dibuktikan dengan kuitansi atau bukti lainnya yang sah,
dapat dibuat dalam bentuk Daftar Pengeluaran Riil yang
ditandatangani oleh Pelaksana Perjaianan Dinas dan diketahui
oleh Kepala SKPD dengan menyatakan tanggungjawab
sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti
pengeluaran dimaksud.

(4) Kepala SKPD raeriilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-
biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Biaya Riil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Format Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

(6) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjaianan dinas dituangkan
dalam rincian biaya peijalanan dinas, sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan
Bupati ini.

Pasal 24

(1) Pihak yang telah melakukan perjaianan dinas wajib
menyampaikan bukti asli atas semua pengeluaran/biaya
dalam pelaksanaan perjaianan dinas kepada Bendahara
Pengeluaran.

(2) Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan rampung
atas seluruh bukti pengeluaran biaya peijalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada
PA/KPA.

(3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pihak yang telah
melakukan perjaianan dinas wajib mengembalikan kelebihan
tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

(4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan
tersebut kepada pihak yang telah melakukan perjaianan dinas.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran Perjaianan Dinas

Pasal 25

(1) Metode pemhayaran biaya perjaianan dinas, diatur sebagai
berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
b

. biaya transpor perjaianan dinas dalam daerali dibayarkan
sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi;

21



c. biaya Lranspor luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya
riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan;

d
. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil

dengan batas tertinggi; dan
e

. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil dengan batas tertinggi.

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas
pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang
bersangkutan.

(3) Pembayaran biaya peijalanan dinas dapat dilakukan dengan
mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran
Langsung (LS).

(4) fÿmbayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPPD
dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS)
sebagaimana dimaksud padda ayat (3), apabila:
a. biaya peijalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya

sebelum perjalanan dinas dilaksanakan; dan
b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan

dinas dibayarkan.

(5) Diaya peijalanan dinas yang dibayarkan oleh Bcndahara
Pengeluaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku
ketentuan sebagai bcrikut:

a
. apabila biaya peijalanan dinas yang dibayarkan ternyata

melebihi biaya peijalanan dinas yang dikeluarkan oleh
pelaksana perjalanan dinas, maka kelebihan pembayaran
tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah; dan

b
. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang

dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh
pelaksana perjalanan dinas, maka kekurangan tersebut
ridak inemperoleh penggantian.

(6) Pembayaran biaya peijalanan dinas melalui mekanisme
Pembayaran Langsung (LS), sebagaimana dimaksud pada ayal
(4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembatalan Peijalanan Dinas

Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-
SKPD berkenaan.

(2) Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a

. adanya pembaialan atau perubahan jadwal kegiatan dari
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pcnyelenggara kegiatan yang seharusnya dihadiri;
dan/,atau

b
. adanya pcrintah Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan

lain yang sifatnya mendesak.

(3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabatan dari Pejabat yang menandatangani
SPT/SPPD bcrdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);

b
. Sural Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan

Peijalanan Dinas Jabatan yang ditandatangani oleh PPK;
dan

c
. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian

BiayaTranspor dari perusahaan jasa transportasi yang
disahkan oleh oleh PPK.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a
. biaya pembatalan tiket transportasi; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak
dapat dikembalikan/ refund.

(4) Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

(5) Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, (ercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan
Bupati ini.

Pasal 27

(1) Dalam hal Pelaksana SPPD masih berada di tempat tujuan
dan mendapatkan penambahan penugasan /perintah lain dari
Pejabat yang mcngeluarkan SPT/SPPD yang berakibat pada
batalnya tiket transportasi pulang, biaya tiket transportasi
dimaksud dapat digantikan dan dibebankan pada DPA-SKPD.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya penggantian tiket transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Surat pernyataan pembebanan biaya Pembatalan tikel

perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang
menandatangani SPT/SPPD; dan

b
.
 Tanda bukti besaran biaya transport (tiket) dari
perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh PPK
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(3) Biaya pembataian yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bcrikut:
a. biaya pembataian tiket transportasi; atau
b. sebagian atau scluruh biaya tiket transportasi yang tidak

dapat dikembalikan/ refund.

(4) Format Sural, pernyataan pembebanan biaya Pembataian
tiket pcrjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, tereantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini;

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pa sal 28

(1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan
perjalanan dinas dengan memperhatikan hal-hal yang
mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan
penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan
lamanya pcrjalanan.

(2) Kepala SKPD mcnyclcnggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan Pcrjalanan Dinas di lingkungan
SKPDnya masing-masing.

(3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Pejabat yang berwenang, serta pihak yang melakukan
perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas
kerugian yang diderila oleh negaia sebagai akibat dari
kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam
hubungannva dengan pcrjalanan dinas berkenaan.

(2) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pcrundang-

undangan yang berlaku; dan/atau
b

.
 sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya
menurut ketentuan yang berlaku.
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BAB XI

KETENTUAN LA1N-LAIN

Pasal 30

Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan peijalanan Dinas Luar
Provinsi dengan ketentuan PIT yang bersangkutan memiliki
kemampuan teknis dan/atau keahlian khusus untuk mengikuti
kcgiatan dan/atau mendampingi Pcjabat yang melakukan
peijalanan dinas di luar Provinsi.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Buton Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakvat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemcrinlah Kabu paten Buton Tahun Anggaran 2015,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

BAB XU

KETENTUAN PKNUTUP

Pasal 31

Pasal 32

Ditelapkan di Pasarwajo

pada tanggal Descmber 2015
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BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanaii Dinas Luar Provinsi
dengan ketentuan KIT yang bersangkuLan memiliki kemampuan teknis
dan/atau keahlian khusus untuk mengikuti kegiatan dan/atau
mendampingi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat. Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 24 Tahuri 2014 ten tang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Ncgeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan Tidak
berlaku.

PasaJ 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasaiwajo

pada tanggal Desember 2015

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

a.n.
 BUPATI BUTON

SEKRETARIS DAERAH.

P-ÿVvvv>l
Dra. Hi. WA ODE ICIISANA MALIKl.M.Si

Pembina Utama Madya,IV/d
Nip. 19560403 398003 2 004

BERITA DAKRAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR
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LAM PI  RAN XII PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : .2 </ TAHUN 2015
TANGGAL : /6~ Dcscmbcr 2015

FORMAT

SURAT TUGAS

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

SEKRETARIAT DAE RAH

latan .. Tlji.  |t>ilXi) (0402).
PASARWAJO

SURAT PE RINTAH TUGAS

Nomor : 094/

Dasar : 1. Peraturan Bupati Buton Nomor ... Tahun 20.. tentang Perjalanan Dinas bagi
Pejaba Negara. Pimpinan dati Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap cli
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton Tahun Anggaran ,20..;

2
. Surat Undangan/Radio Gram/formulir berita/.;

3
.
 dst.

vt k n c: c  ; a s k a n:

Kepada Nama

NIP

Pangkat/Gol
Jabatan

I  nstansi

Untuk

Oemlklan surat  perirrtah tugas ini  dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

pada tanggal ...

PIMPINAN SKPD.

NAMA

Pangkat/NIP

Tembusan :

1
..

2
.

3
. ..

4
. Arsip.
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LAM PI  RAN XIIIPERATL RAN BUPATI BUTON

NOMOR :2V TAHUN 2015
TANGGAL : /$ Deacmbcr 2015

FORMAT SPPD

Lampiran XII
Peraturan Bupati Buton ten tang
Peijalanan Din as bagi Pcjabat Ncgara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, PNS dan PTT dilingkungan
Peraerintah Kabupatcn Bulon T.A 2016
Nomor :

Tanggal :

PEMER1NTAH KABUPATEN BUTON

SEKRET AR1AT DAE RAH

Jalan..Tip (OlOi).Kdx. (IHU.,J .
PASARWAJO

Lembar Ke

Kode No

Nomor

SU RAT PERINTAH PERJALANAN DIN AS (SPPD)

1
.

Pejabat berwenang yang memberi
perintah

2
. Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan

3
. a. Pangkal dan GoJongan ruang gajj

Menurut PP No. 6 Tahun 1997

b
.
 Jabatan Instansi

c. Tingkat menurul perjalanan dinas

a.

b
.;

c.

4
. Maksud Perjalanan Dinas

5
. Alat angkutan yang dipergunakan

6
. a. Tempat berangkat

b
. Tempat tujuan

7
. a. Lamanya perjalanan dinas

b
. Tangga/ berangkat

c.
 Tanggal harus kembali / tiba

di tempat baru

8
. Pengikkut

9
. Pembebanan Anggaran

a.
 Instansi

b
. Mata Anggaran

10. Keterangan Iain-Iain

Dikeluarkan di:

pada tanggal ...

KEPALA SKPD.

NAM A/NIP
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LAM PI  RAN XIV PERATURAN BUPAT1 BUTON

NOMOR : J2 </ TAHUN 2015
TANC.GAL :/$Dcscmbcr 2015

FORMAT LAM PI  RAN SPPD

Lampiran XIII
Pcraturan Bupati Buton tentang
Peijalanan Dinas bngi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Aiiggota DPRD. PNS dan PTT dilingkungan
f,enieriDtah Kabupaicn Buton T.A 2016
Nomor

Tanggal :

SPPD No.

Berangkal dari
(Tempat
kedudukan)

Kc

Pada Tanggal

KEPALA SKPD.

NAM  A/NIP

1
.

Tiba di :

Pada tanggal :
Kepala :

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal
Kepala

MP. Nip.

II. Tibadi :

Pada tanggal :
Kepala :

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal
Kepala ;

NIP. Nip.

III. Tiba di :

Pada tanggal :
Kepala :

Berangkal dari
Ke

Pacla tanggal
Kepala

NIP. Nip.

IV. Tibadi :

Pada tanggal
Kepala :

NIP.

Tiba Kcmbaii di :

Pada tanggal :
Teiah diperiksa dengan keterangan bahwa
pcijalanan terse  but at as perintahnva dan
semata-raata untuk kepentingan jabatan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

KKPALA SKPD.

Nip.

LE_ Catatan Lain Lam

HERI1ATTAN: Pcjutwii yung hrrwnuuiy mencrfoitk.ni SCP1> pegowai vbiir melalukmi jKtrjHbin diuus para pejabm \<uik
yaiiK tarsal Ixmngkni tilwi sertfl bendahamwHii lirrtMiRguiiKjauah hrrtlnsarkHii
Pnmnirun-pcraiufrui koiuuinaii .ipnhiln nrÿain aicndnniH rn«l iiklbcu ItrsalHlum kclaktlan don
tcealpaiinnv'i.
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LAM PI  RAN XV PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL :/tf-Dcscmbcr 2015

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

.

 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
V SEKRETARIAT DAE RAH

JsJon.Tin. (OKI,-fl.PVut |0«02) .
PASAKWAJO

m

A
. Yang melakukan peijalanan dinas:

Nama :

Pangkat/Gol/Ruang :
NIP :

J aba tan :

B
. Dasar Kegiatan Peijalanan Dinas:

1
.

_
 2._

C
. Maksud & Tujuan Peijalanan Dinas:

D
. Isi Laporan Perajalanan Dinas:

Demikian laporan kegiatan peijalanan dinas irti dibuat unluk menjadi bahan scpcrlunya

Mengctahui:

Atasan I.angsung, Pembuat Laporan,

NAMA/N1P
NAM A

Tembusan :

I. PimpinanSKPD;
2.;

3.;

4
. Arsip.
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LAMP!RAN XVI PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : £></ TAHUN 2015
TANGGAL : Dcsembcr 2015

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

yang bc-rlaiida langau di bawah ini :

Nama

N I P

Jabatctn

Berdasarkan Sural Perintah Peijalanan Dm as ( SPPD | tanggal.Nomor
..dengan >ni kami menyatakan dengan sesungguhnj'a bahwa ;
J.

Hiaya transport pegawai di bawah iniyang tidak dapar diperoleh bukti bukli pcngeluarannya, meliputi:

NO URAIAN JUMLAH

JUMLAH

'2. Jumials uang tersebut pada angka 1 di alas benar-benar dvkehiarkan untuk pelaksanaan perjalanan
dinas dimaksud dan apabila dikcmudian hari terdapat kelebihaii alas pembayaran kami berscdia
untuk menyctorkan kelebihan tersebut kc Has Daerah.

Demikiari pcniyaiaaii ini dibuai dengan scbcnarnya, untuk dipeigunakan scbagaimana mesiinya.

, tanggal. bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui Pejabat Ncgara/ Pegawai Negeri

PA/KPA. yaug melakukan perjalanan dinas,

NIP.

47
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LAM PI  HAN XVII PERATU RAN BUPATI BUTON

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL :/tf"Desembcr 2015

FORMAT RINCIAN B1AYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal

NOMOR
PERI NCI AN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

1

2

3

4

5

JUMLAH Rp.

TERBJLANG :

Pasarwajo,.

Telah dibayar sejumlah Telah mcncrima jumlah uang sebesar

Rp. Rp.

Bcndahara, Yang menerima,

NIP. NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang iclah dibayar semula : Rp.

Sisa Kurang/Iÿ.bih : Rp.

Pejabat yang berwenang/

Pejabat lain yang ditunjuk

i.

NIP.

Culutaii:

Pcjabal v  ill  IK berwcnang / Pcjobat  yang dituiljuk UUTUK mcnghitunfi SHHD Kaiilpung ditolnpkaii  olcli Kepala SKPD
maslng-mnsing / Peiigguiln Anggflmn / Kuasa Pentium Aiiggarnn.
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LAM PI  RAN XVIIIPE RATU RAN BLPATI BUTON

NOMOR : -2/ TAHLN 2015
TANGGAL :/f Dcscmbcr 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DIN  AS JABATAN

KOP

9KPD Penerbit Surat Perlntah Togas (SPT)

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUC,.AS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnva, bahwa tugas Peijalanan Dinas Jabatan atas
nama:

Nama :

NIP

Jabatan :

Instansi :

dibatalkan atau tidak dapal dilaksanakan discbabkan adanya kcperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/peniing dan lidak dapat ditunda yaitu

Schubungan dengan pembatalan tersebul, pHaksanaan poijalanan dinas tidak
dapat diganrikan oleh pejabat/pegawai ncgrri Jain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnva dan apabila
dikemudian hari tcmyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggung jawab penuh dan bcrsedia diproses scsuai dengan
kctcntuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan
Pcjabat Penandatangan SPT

.(Nama)

Nip.
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LAM PI  RAN XIX PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 2-V TAHUN 2015
TANGGAL : /§ Dcsember 2015

FORMAT SURAT PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PER J ALAN AN DINAS JAB AT AN

KOP

SKPD Penerbit Surat Perintah Tugas (SPT)

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

BLAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang hertanda tangan di bawah ini:

Nam a :

NIP :

Jabatan :

In stan siraenyatakan dcngan scsungguhnya, bahwa Peijalanan Dinas Jabatanberdasarkan Surat Tugas Nomon .tanggal. dan SPD

Nomor.tanggu).ates nama:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

dibatalkan scsuai dcngan surat Pernyataan Pembatalan Tugas
Peijalanan Dinas Jabatan Nomor. tanggal .

Berkenaan dcngan pembatalan tcrsebul, biaya transpor bcrupa
. dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas
beban DIP A tklak dapat dikembalikan/refund (scbagLan/scluruhtiya) sebcsai*
Rp.. sehingga dibebankan pada DIPA Nomor:.
tanggid.Satker.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dcngan scbenarnya dan apabila
dikemudian hari tcrnyala surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Yang Mcmbuat Pernyataan
(PPK-SKPD)

.(Nama).

Nip.
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LAMPIRAN I!  PERATURAN BUFATI BUTON

NOMOR 2. J TAHUN 2015
IANOOAL D5SEMBKK 20Iff"

CHICK LI8T PENOAJUAN HMD B  FX  AN  J  A  LAMOHUNO

UP :gu ~tu ttu nihil  I  gu nihil l  is HCNORARIUM LS ps*  jalanan oinas

HLSDAK LS DAK TAMBAHAN LS DAU US JASA KONSULTAN  >  LS  LAINNTA

SKPD

NILAI

NO SP2D

......

> ÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ HIIH a >-a

MO I KELENGKAPAM BERKAS PEXGAJUAN SP» ADA 1 TIDAX

ADA

1 I PA

2 Chack  LIU  PPK

3 Sura*  Parrr/munn lanMnno Jawao Munsk  (SPTJM LS)  PAiKPA
4 I Sural  PatTifWaan  PA'KPA banwa yano  aiajukon  SPM LS
s

e

Sural  Pefnystnun  Tagging ,i»«b Belana ISPTB-LS)  PA'KPA

Siral  POTPUh MamDayar (SPM)
7 DaAar  Rnaan Pwtxtuojon  Uang PwsKUaan  (UP)
S

9

RMaptUat:  PM»rgai L»g (U*»)
Ftfo  Coot  SPJO  GU Mill  ttan  Bend 11  am* Pÿnÿmcaiÿn  UP Tafsn iq|«v labi i

ID Folo  Copy  Sum P«iifwan PPKD alas  PenggunMn TjpiMW Uaog  (TU)
11 I Daflar  Rnoan Rancana  PanoounaonTamhahin Liang  (TU)
12

13 I
Fc«o  Copy  Rakonirq  Koran  BenOSiara  Pengeluaran  SKPD yang  menunjulcan  salOo  lonAt»
Scraf  Tm-lo  Sitoimi  (Bool T?  Ww UP)

14 Daflar  Nominal!!

15 Foto  Copy  Sinn  SK-  SKI  Sua PerrtalVSuf* Tugai  yang  *-an  dlkksatÿaksn
--

16 Fcto Copy  Bukd  KapamllKjn  Tanah
17 F«o Copy  S4*a»  Krfaranjan  Ahli  WariVSurai Kuata  Wans  b»a  Ptm**  Tsnan  inww"i  Duma

1S 1 Fc«o  Copy  DaAat  NonaU PonUfcTanafi flan  bauran  harpa

20 rote  Copy  Daftar  Hadtr  (Om-k  Extrafocttng)
21 1 Foto  Copy  Si*« P?»w

--

22 Foto Copy  SPK
23 Folo  Copy  Sural  Por|anJian  Konlrak

24 Foto  Copy  Surat  Per]en|lan  Mulsl  Ke»ja  (SPMK)
25 Foto  Copy  Syarat-Sywat  KHusus  Konmk

26 Resume Bnlnrvii,KonlJa*

27

28 |
Pomohonan  Uaÿg Muka
Rnoan Pen»un»vi  Uaro Muta

2S [Foto  Copy  Lapaan RaeJ Korsra* Pffai Kobga irtuk  pckcoaan  yg  b«s*ar  tahapeMarnyrv'  mJDyeara)
30 |
31 "

Foto  Copy  Oorta  Acara  Kemaÿuan

12 I Foto  Copy bam* Acara  SanttTwlnw Haa'  Pe*,w).«.i
33 KuitanatfOuMI  kaa-fiukti  Pcmbelion L
34 1
35

Folo  Ccpy  Bartta  Acara Pernbayaran F-Folo  Copy  Sural  PonvyatBan  Kwar>93upan Molakuiuikan  Peiecjsai
36 Foto  Copy  RafBmrtti Re*ening  BanK Hi  "/VP 

_

CAT  A  TAW
TANGGAL TOL OTTtRIMA

Mcnyctujui
KfPAtA BI0AN6 ffUBCWAHAKAAN

NAMA

NIP.

Wÿngeuhui
Kf  PALA SUB  0IDANG BEIANJA

KAMA

NIP.

terbrapr

l>aurwBp,  ----...  J016

MP

PEJ&BST PSBf-f
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DUlVtn BUTON.

/
pjn

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

M
__


